BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/33.a TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA SERTA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN JENJANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2022

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan
sebagai salah satu prioritas pembangunan, maka
pemerintah  perlu  mengalokasikan dana  Bantuan
Operasional Sekolah dan dana Bantuan Operasional
Pendidikan;

b. bahwa agar Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan
Operasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf
a disalurkan tepat sasaran, efisien dan efektif maka perlu
disediakan nama dan nomor rekening sekolah/lembaga
yang valid;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan
Bupati Jayapura tentang Penetapan Nama Dan Nomor
Rekening Sekolah Penerima Dana Bantuan Operasional
Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama serta Penerima Bantuan Operasional Pendidikan
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan
Kesetaraan Kabupaten Jayapura Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6673);

. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan
Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara  Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah
pada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 476);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan dalam
Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah dan dana
Bantuan Operasional Pendidikan,;

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 78 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Nama dan Nomor Rekening Sekolah Penerima Dana Bantuan
Operasional Sekolah Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah
Menengah Pertama serta Penerima Bantuan Operasional
Pendidikan Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Jayapura Tahun 2022
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Segala biaya yang dibutuhkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

BA

PENATA TK. I

M DAN

NIP 19840612 201004 1 003
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

DUl WN

. Gubernur Provinsi Papua;

. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura,;

. Inspektur Kabupaten Jayapura;

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;

. Yang bersangkutan untuk diketahui.



